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Tr ey

BUPATI MAMASA

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan



Menetapkan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4186);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mamasa.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam
kapasitas sebagai BUD.

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang
pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup,
ditambah /dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang
terjadi.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah ........c.cooiiiiiiiiiii Rp. 20.969.756.945,85
b. Pendapatan Transfer Daerah ........cccooviiiiiiiiiiiiiiiiicceeeeee e Rp. 935.754.552.283,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, Rp. 13.574.793.377,00
Jumlah Pendapatan........coooiiiiiiiiii e Rp. 970.299.102.605,85
2. Belanja Operasi
a. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai......ccouvuiiiii i Rp. 361.429.207.054,00
2. Belanja Barang dan Jasa........couvuiiiiiniiiiii e Rp. 229.089.721.039,25
3. Belanja Bunga. ..o e Rp. 5.949.106.806,00
4. Belanja Hibah.......oooiiiiiii e Rp. 18.480.647.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial........coooiiiiiiii i Rp. 16.928.693.500,00

Jumlah Belanja Operasi «....o.eiiiiiriiiiiiii e Rp. 631.877.375.399,25



b. Belanja Modal
1. Belanja Modal Tanah

............................................................................ Rp. 602.900.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan MeSin........c.ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiniiceeene Rp. 21.096.106.216,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.........c..ccceeviiiiiiniiininiiinenenianene. Rp. 25.970.034.402,12
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan..........c.c.cooeveiiiineiinineinnenenne. Rp. 72.900.402.967,70
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.......ccoeveieiniuiiiiniiiiiniinierieeeeeaes Rp. 6.241.194.765,00
Jumlah Belanja Modal...........cooiiiiiiiiii e Rp. 126.810.638.350,82
Belanja Tidak Terduga
a. Belanja Tidak Terduga.......coooouiiiniiiiiiii e Rp. 13.545.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga .......coveiiiiiniiiiiiiiii e Rp. 13.545.000.000,00
Belanja Transfer
a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ........cccooiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniinieeeenes Rp. 171.263.141.608,00
Jumlah Belanja Transfer ... Rp. 171.263.141.608,00
Pembiayaan
A. PeNerimaan.....c.cooiiiiiiiii e Rp. 727.341.353,99
D, PeN@EIUATAN . ..ttt Rp. 24.583.403.164,00
Jumlah Pembiayaan Netto.........coouiiiiiiiiiiiiii e Rp (23.856.061.810,01)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeenen Rp 2.946.885.437,77

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Mamasa ini

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam dalam lampiran II Peraturan Bupati
Mamasa ini.



Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Mamasa ini.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI MAMASA
ttd

MUHAMMAD ZAIN
Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA
ttd
MUHAMMAD SYUKUR
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
RIET BAG. HUKdan HAM,




